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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Permasalahan 
Pelaksanaan pembangunan di setiap daerah adalah bagian dari pelaksanaan 
otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi. Otonomi daerah juga merupakan pergeseran sistem pemerintahan dari 
sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi yang 
mengedepankan prinsip otonomi daerah, maka hal tersebut mengharuskan semua 
pihak untuk melakukan perubahan dan pemahaman tentang tugas dan 
kewenangan Pemerintahan Daerah. Untuk menyelenggarakan wewenang tersebut, 
Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk menggali sumber penerimaan berupa 
pendapatan sendiri yang berasal dari potensi yang ada di daerah masing-masing. 
Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang telah digantikan dengan 
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa 
otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah 
diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di 
luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. 
Selain itu juga dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan 
bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menegaskan 
bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan 
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan 
berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud 
dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam 
penyelenggaraannnya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud 
pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk 





Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan- 
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi 
daerah diharapkan dapat  menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan 
sumber daya daerah,  meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan 
masyarakat,  membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut 
berpartisifasi dalam proses pembangunan. 
Dalam otonomi daerah, pemimpin daerah memegang peran sangat srategis 
dalam mengelola dan memajukan daerah yang dipimpinnya. Perencanaan strategis 
sangat vital, karena disanalah akan terlihat dengan jelas peran kepala daerah 
dalam mengoordinasikan semua unit kerjanya. Betapapun besarnya potensi suatu 
daerah, tidak akan optimal pemanfaatannya bila bupati/walikota tidak mengetahui 
bagaimana mengelolanya. Sebaliknya, meskipun potensi suatu daerah kurang, 
tetapi dengan strategis yang tepat untuk memanfaatkan bantuan dari pusat dalam 
memberdayakan daerahnya, maka akan semakin meningkatkan kemampuan 
sumber daya manusia yang ada. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan daerah. Untuk itulah, perlu kecakapan yang tinggi bagi 
pemimpin daerah agar pengelolaan dan terutama alokasi dari keuangan daerah 
dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan 
daerah. 
 Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara, Pendapatan merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua 
penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, 
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali 
oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, 
organisasi, kelompok, jenis, serta obyek pendapatan. Pendapatan daerah terdiri 
atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang 
sah. 
Pendapatan Asli Daerah atau PAD yaitu bersumber dari Pendapatan Hasil 





dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah 
ditetapkan. dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Daerah. Pemerintahan daerah dilarang melakukan 
pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang. 
Dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD, akan 
memberikan peningkatkan pada komposisi PAD itu sendiri sebagai suatu 
penerimaan daerah. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara 
akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan 
akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 
Dana perimbangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan 
kepada daerah untuk mebiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinyatakan 
bahwa Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah yang 
pembagdiannya telah diatur berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. Dengan pemberian otonomi diharapkan mampu 
memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi yang berdampak 
terhadap terciptanya perluasan kesempatan kerja dan pada akhirnya akan dapat 
meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. 
Indonesia merupakan negara dengan  jumlah penduduk terbesar keempat 
di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Jumlah 
penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena 
menjadi subjek dan objek pembangunan. Namun dengan jumlah penduduk yang 
besar jika tidak diiringi dengan pengendalian pertumbuhan penduduk serta upaya 
dalam peningkatan kesejahteraannya maka bukan tidak mungkin jika suatu saat 
akan timbul masalah kesejahteraan penduduk. Pengendalian jumlah penduduk 
diperlukan untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk yang dapat berdampak 
buruk terhadap kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar berarti 





dibutuhkan. Pemerintah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana untuk 
menjamin kebutuhan dasar seluruh masyarkat tercukupi. 
Pemerintah Daerah dan para perencana pembangunan juga memandang 
bahwa jumlah penduduk sebagai aset atau modal dasar pembangunan akan tetapi 
sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Jumlah penduduk Sebagai aset 
apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian serta keterampilannya 
sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar juga 
akan menjadi beban jika struktur belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja 
langsung yang bersifat produktif juga rendah, serta persebaran dan mutunya hanya 
dapat menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga 
menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif. 
Menurut penelitian Irdha, Vecky dan Daisy (2012), pengeluaran belanja 
daerah dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah, apabila 
perkembangan jumlah penduduk semakin besar akan memerlukan anggaran yang 
semakin besar pula. Meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis 
akan adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kualitas 
maupun kuantitas. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan 
memerlukan anggaran yang semakin besar, agar kualitas pertumbuhan ekonomi 
menjadi lebih baik. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen yang penting bagi 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mendorong 
pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola 
sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat 
untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat mempengaruhi 
perkembangan kegiatan pada daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan 
sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu 
negara meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota 
tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. 
Dengan meningkatkan Kualitas layanan publik yang baik akan 
mencerminkan kinerja suatu pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai PAD, 





daerah. Semakin meningkat jumlah penduduk akan berpengaruh negatif pada 
tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat/rakyat itu sendiri 
memiliki beberapa indikator yaitu Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, 
Kemiskinan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Sanitasi 
dan Aspek Lainnya. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota akan memperoleh 
Dana Alokasi Umum yang sebanding dengan tingkat kemiskinan di daerahnya. 
Berbagai subsidi juga telah di berikan oleh Pemerintah Pusat untuk mengurangi 
beban penduduk miskin diwilayahnya. 
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Belanja Daerah 
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, 
pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas 
umum yang layak serta mengembangkan jaringan sosial.  
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dapat dipengaruhi oleh 
berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, 
pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi 
lingkungan. Kemiskinan juga tidak hanya dipahami sebatas ketidakmampuan 
ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan 
bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara 
bermartabat.  
Tabel 1.1 
Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin menurut 






























































































































































































































































































Sumber : Data diolah peneliti, (2019) 
Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas dapat dibandingkan persentase penduduk 
miskin pada tahun 2013-2017, secara rata-rata terjadi penurunan persentase 





Selatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, ada beberapa Kabupaten yang justru 
mengalami kenaikan persentase penduduk miskin dari tahun 2016 ke tahun 2017  
yaitu Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan. 
Presentase penduduk miskin di Sumatera Selatan mengalami penurunan 
dan juga kenaikan akibat dari dampak sosial ekonomi yang terjadi pada lima 
tahun terakhir. Pada Maret 2016 presentase penduduk miskin menurun 5,24 
persen di bandingkan  Maret 2015.  Kemudian pada Maret 2017 juga mengalami 
penurunan terhadap persentase penduduk miskin yaitu 5,14. Pada tahun 2016 
kemiskinan berhasil ditekan dan selaras dengan jumlah penduduk miskin yang 
berkurang 44,43 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun 2015. Dan pada tahun 2017 
juga berhasil ditekan berkurang menjadi 14,27 ribu jiwa dibandingkan tahun 
sebelumnya. Angka pengurangan pada tahun 2017 memang tidak terlalu 
signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mampu mengurangi jumlah 
penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli 
daerah, Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah 
Terhadap Kemiskinan di Sumatera Selatan” 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan  uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, 
maka perumusan masalah yang dibahas adalah : 
1. Apakah Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap 
Kemiskinan? 
2. Apakah Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh terhadap 
Kemiskinan? 
3. Apakah Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap 
Kemiskinan? 






5. Apakah Pendapatan Asli daerah, Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan, 
Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kemiskinan? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti. Agar penelitian ini dapat 
terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Penelitian ini sehubungan dengan  Pendapatan Asli Daerah, Jumlah 
Penduduk, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Kemiskinan. 
2. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2013-2017. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk  meguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
terhadap Kemiskinan. 
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap 
Kemiskinan. 
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan 
terhadap Kemiskinan. 
4. Untuk menguji dan menganalis pengaruh Belanja Daerah terhadap 
Kemiskinan. 
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli daerah, 
Jumlah penduduk, Dana perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap 
Kemiskinan. 
1.4.2 Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu : 





Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam peningkatan 
kemampuan berpikir dan melakukan penelitian-penelitian yang 
menghasilkan suatu karya tulis di bidang ilmiah. 
2. Bagi Akademis 
Sebagai rujukan suatu penelitian selanjutnya dan sebagai acuan 
terhadap teori-teori yang sudah ada. 
3. Bagi Pemerintah 
Sebagai masukan terhadap Pemerintah Daerah untuk memperoleh 
pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan, 
memperoleh solusi dalam memecahkan masalah sosial, 
dan juga dapat memperoleh masukan dalam meningkatkan kualitas 
pelaksanaan pada pemerintahan. 
